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FUNGSI pemerintahan dalam hal menyediakan pelayanan secara efektif dan efisien tergantung pada kadar PNS yang kompeten. Singkatnya, tidak hiperbola jika pemerintahan yang baik membutuhkan orang-orang yang baik. Dan ini selalu benar!. Dalam teori manajemen organisasi, pentingnya mencari pegawai yang kompeten sama pentingnya dengan membangun masa depan organisasi itu di masa depan. Sebaliknya, krisis pelayanan biasanya juga dimulai dari krisis perekrutan.
Beberapa negara di dunia, saat ini menghadapi krisis kepegawaian yang akut. Negara kesejahteraan dengan Nordic Model (Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia) misalnya, saat ini dihadapkan pada rendahnya minat warga negara untuk bekerja di sektor pemerintahan. Selain rendahnya minat, di Inggris dan Amerika Serikat yang pada era 90-a dipaksa menahan sakitnya perubahan untuk memulai gelombang reformasi New Public Management (NPM) saat ini juga dihadapkan pada menurunnya level kepercayaan dan keyakinan dalam pemerintahan. Adapun Belgia dan Australia dihadapkan pada rendahnya kebanggaan birokrasi bekerja di sektor pemerintahan.
Bagaimana dengan Indonesia? Pada satu sisi, berbagai fakta patologi birokrasi dipakai oleh masyarakat untuk membangun kesimpulan bahwa institusi pemerintahan adalah institusi yang korup. Namun pada sisi yang lain, justru pada institusi pemerintahan inilah, minat warga negara untuk masuk ke dalamnya sangat luar biasa besarnya. Jika Guinness World Records bersedia mencatat, Indonesia-lah yang akan menjadi pemecah rekor pada jumlah sarjana yang ingin masuk menjadi PNS. 
PNS: Pekerjaan atau Profesi

Seperti diketahui, terdapat 76 kementerian/lembaga dan 525 Pemda yang telah resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS tahun 2018, dengan jumlah total 238.015 formasi. Dari jumlah tersebut, 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat, sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 kabupaten/kota di provinsi ini total akan merekrut 4.254 CPNS. Formasi guru mendapat separuh lebih dari total kuota tersebut, yakni 2.301 kuota. 
Membandingkan data pelamar CPNS tahun 2017 yang mencapai 1.2 juta dari hanya 17.928 formasi, maka tahun 2018 ini BKN memprediksi bahwa jumlah pelamar bisa mencapai 6 juta orang. 

Tulisan ini saya kawal dalam tiga batasan pertanyaan. Mengapa di Indonesia minat menjadi PNS sangat tinggi, dan apakah tekanan disrupsi tidak mempengaruhi? Apakah PNS itu pekerjaan atau profesi? Serta bagaimana tantangan disrupsi pemerintahan di Indonesia kini.

Secara sosiologis, minat menjadi PNS di Indonesia sangat tinggi setidaknya dipengaruhi lima alasan: (a) di tengah tekanan ekonomi saat ini, gaji PNS dianggap lebih bersifat ajeg, (b) adanya daya tarik jaminan hari tua atau pensiun, (c) jaminan kesehatan, (d) tunjangan profesi yang besar sesuai jabatan yang cukup menjanjikan, dan (e) status sosial yang lebih di tengah masyarakat. 
Ini menarik. Di negara-negara agraris, berkembang, dan bekas jajahan Belanda, PNS adalah persoalan status. Clifford Gertz (1960) menyebut -meski tidak selalu- bahwa salah satu upaya untuk berpindah kelompok, terutama dari kelompok abdi (abangan) menuju kelompok pamong (priyayi) adalah melalui status menjadi pamong praja (PNS kini). Bahkan, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, menjadi PNS sama dihormatinya dengan menjadi Haji. Seseorang jika pada suatu acara hajatan -misalnya- yang sebelumnya duduk di belakang, setelah berhaji dan setelah menjadi PNS oleh masyarakat diberikan penghormatan untuk duduk di depan. Ini baru masalah tempat duduk, belum pada aspek psiko-sosial lainnya.
Di beberapa negara maju, minat menjadi PNS rendah bukan karena gaji yang kecil namun karena ada disrupsi, ada ‘gangguan’ dari sektor lain yang lebih memudahkan dan menjanjikan. Di negara-negara tersebut, profesi PNS terdisrupsi oleh perkembangan teknologi. Di Indonesia tidak terjadi, karena sebagai negara berkembang selalu terjadi pengembangan organisasi, pengembangan rumpun jabatan, maupun berkembangnya kebutuhan kelembagaan pusat dan daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik dan sekaligus perekat pemersatu bangsa. 
Pertanyaan berikutnya, apakah PNS itu pekerjaan atau profesi? Secara norma, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (lihat Pasal 3) menyatakan bahwa ASN (yang terdiri dari PNS dan PPPK <pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja>) adalah sebuah profesi. Perbedaannya, pekerjaan hanya didasarkan pada pendidikan dan.pengalaman kerja tanpa ada risiko pemberhentiannya dikaitkan dengan standar kompetensi jabatan, kinerja dan etika. Sedangkan profesi ASN harus didasarkan kinerja (pasal 75, 76 dan 77), standar kompetensi jabatan untuk masing-masing jabatan ASN, serta standar.mutu.layanan publik.
Namun faktanya, selama.ini ASN masih dilihat sebagai sebuah pekerjaan bukan.profesi. Rekrutmennya dilakukan lewat jalur honorer, sekolah kedinasan serta jalur seleksi penerimaan CPNS. Akibatnya kualifikasi pendidikan dan.keterampilan dasar belum diperhatikan dalam rekrutmennya. Idealnya.. pengetahuan dasar itu merujuk pada Pasal 3 UU ASN yang menyatakan ASN sebagai sebuah profesi dengan tujuh prinsip. Mengacu pada tujuh prinsip tersebut, model rekrutmen CPNS tahun 2018 senyatanya hanya memenuhi prinsip kelima, yakni kualifikasi akademik.
Dalam konteks rekrutmen CPNS 2018, belum ada konsistensi negara atas UU yang ada dengan implementasinya. Apabila benar ada konsistensi pemerintah bahwa PNS adalah profesi bukan sebagai pekerjaan, maka ketujuh prinsip ASN harus diselaraskan dengan  tugas dan.fungsi ASN sebagaimana pasal 10 dan 11 UU ASN. Bagaimana upaya PNS menjadi pelaksana kebijakan publik; menjadi pelayan publik; dan menjadi perekat dan pemersatu bangsa harus menjadi standar yang dijadikan sebagai soal dalam tes kemampuan dasar. 
Hal itu substantif karena salah satu aksioma yang paling penting dalam human resource management adalah bahwa proses rekrutmen adalah bagaimana membangun sistem dan ini berarti bahwa tiap komponen harus saling terkait dan terpadu. Keberhasilan setiap bangsa dalam merekrut orang-orang berbakat dan berkomitmen untuk pelayanan publik tidak hanya tergantung pada banyak aspek dari sistem human resource management, tetapi juga pada konteks politik, sosial, ekonomi, serta konsistensi akan norma dasar yang melandasinya. Tentu, UU tentang ASN harus melandasi bagaimana sistem rekrutmen CPNS dibangun.
Disrupsi Pemerintahan

Disrupsi jelas memiliki mata ganda, selain kontribusi positif pada kebutuhan juga terdapat dampak negatif. Masyarakat yang siap dengan segala prasyaratnya tentu menerima manfaat, akan tetapi bagi yang kurang beruntung maka jelas akan tertekan. Pemerintah harus peka dan cepat merespon perubahan itu, baik bagi institusi pemerintah sendiri maupun bagi peningkatan fungsi pemerintahan dalam pelayanan dan kebijakan. UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN mengarahkan tindakan ‘kepekaan’ tersebut dalam istilah inovasi.
Secara global, pemerintahan dunia semakin dinamis dengan hampir tidak adanya paradigma dominan, semua harus mempelajari perubahan mereka sendiri.  Negara-negara yang berubah secara kontekstual tanpa terseret-seret resep palsu terbukti dapat survive di era saat ini. Semua sepakat harus berubah, bahkan China yang dikenal ultra-konservatif bahkan mampu merespon perubahan dengan berbagai kebijakan yang inovatif (Jing & Osborne, 2017).  
Konteks Indonesia kini memang tengah berproses pada perubahan Birokrasi berbasis merit dengan berbagai metode meritokrasinya. Berbagai inovasi pelayanan publik yang ditelurkan oleh berbagai daerah bisa menjadi pelopor inovasi. Namun memang iklim politik kita belum kondusif untuk berubah, selalu panas dengan isu kekuasaan 
Inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah memang penting tetapi belum cukup. Perlu prakondisi lain yang mendorong disrupsi pemerintahan agar rakyat tak menunggu terlalu lama kesejahteraan mereka. Pratama (2018) menyebut tiga prakondoisi itu dengan: Satu Pikiran Pemerintahan, Satu Pemerataan Pemerintahan, dan Satu Gerbang Pemerintahan. Ketiga hal ini merupakan prasyarat mendisrupsikan pemerintahan di berbagai level selain efek multiplier lain yakni terciptanya iklim kondusif yang dapat membuka disrupsi total di sektor lain.
